GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN AN GGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa Kkali diubah terakh!r
dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan
Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8)
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2688);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



10.

11.

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea ?erolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nompr 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana
yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomorl43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
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i tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 g g
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pem{usunan da'n
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republ.lk Indones%a
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah Kepada  Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 315);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah

Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 521);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 514);



29. Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023
Pendapatan dan Be]arllja [;zflclrja}}ll Pcll'ovinsi

ahun 2024 sebagaimana telah diuba engan
;3;1;1&111:;8}“ Baerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2024
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15 Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 15);

tentang Anggaran

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang
dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
vang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Provinsi Lampung.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan
kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang
merupakan urusan Daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana
yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka
persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
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(1)

selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan
endanai kebutuhan Daerah dalam

Dana Alokasi Umum yang
bersumber dari pendapatan APBN yang
kemampuan keuangan antar Daerah untuk m
rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingll(at DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dilaloka.mkan kepada Daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. -
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui scbagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengelﬁaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman Daecrah adalah semua transaksi yang mengakibatkan l?afrrah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari Elhak
lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib
dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian,
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam
1 (satu) tahun anggaran.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode
anggaran.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut
dengan nama lain adalah Perda Provinsi Lampung.

Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan
Gubernur Lampung.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD
Provinsi Lampung,.

Pasal 2
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berupa laporan keuangan memuat:
Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;

°po TP



(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pas

f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan atas laporan keuangan.

laporan kinerja dan ikhtisar laporan
Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Tahun 2024 sebagai berikut:

pada ayat (1) dilampiri dengan
keuangan Badan Usaha Milik

al 1 ayat (1) huruf a

7.451.703.679.830,78
7.506.927.248.825,16

(55.223.568.994,38)

125.120.850.614,70
0,00

a. Pendapatan Rp
b. Belanja dan Transfer Rp.
Surplus Rp
c. Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Rp.
Pengeluaran Pembiayaan Rp.
Pembiayaan Netto Rp.

Pasal 4

69.897.281.620,32

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai

berikut:
1. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi sejumlah Rpl. 179.666.193.149,26

dengan rincian sebagai berikut:

8.631.369.872.980,04
7.451.703.679.830,78

a. Anggaran pendapatan Rp.
b. Realisasi Rp.
Selisih lebih/kurang Rp.

Selisih anggaran belanja dan transfer

1.179.666.193.149,26

dengan realisasi sejumlah
Rp1.249.590.082.041,58 dengan rincian sebagai berikut:

8.756.517.330.866,74
7.506.927.248.825,16

a. Anggaran belanja dan Transfer Rp.
b. Realisasi Rp.
Selisih lebih/kurang Rp.

1.249.590.082.041,58

Selisih anggaran surplus dengan realisasi sejumlah (69.923.888.892,32) dengan

rincian sebagai berikut:

(125.147.457.886,70)
(55.223.568.994,38)

a. Anggaran surplus Rp.
b. Realisasi Rp.
Selisih lebih/kurang Rp.

Selisih anggaran penerimaan pembiayaan
26.607.272,00 dengan rincian sebagai berikut:

(69.923.888.892,32)

dengan realisasi sejumlah

125.147.457.886,70
125.120.850.614,70

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp.
b. Realisasi Rp.
Selisih lebih/kurang Rp.

26.607.272,00

Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi sejumlah Rp0,00

dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 0,00
b. Realisasi Rp. 0,00
0,00

Selisih lebih/kurang Rp.



6. Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi sejumlah 26.607.272,00

inci i ikut:
dengan rincian sebagai ber1 = 105.147.457.886,70

b 325%2;? BETBEpREn neto Rp. 125.120.850.614,70

.607.272,00
Selisih lebih/kurang Rp. 26

Pasal 5 Tah
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember Tahun
2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 13.217.895.642.280,19

b. Jumlah Kewajiban Rp. 1.821.266.150.297,43

c. Jumlah Ekuitas Rp. 11.396.629.491.982,76
Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2024 Rp. 125.151.921.972,70
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 737.211.225.036,37
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp. (792.434.794.030,795)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris/ Rp. (31.071.358,00)
non-anggaran
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2024 Rp. 69.897.281.620,32
Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
d Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif
atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah
ini merupakan bagian yang terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;

Lampiran [.1 : Ringkasan LRA menurut urusan  pemerintahan
daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

Lampiran [.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan
dan sub kegiatan;

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
c. Lampiran III : Laporan operasional

d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas

e. LampiranV : Neraca

f. Lampiran VI . Laporan arus kas

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah

1

Lampiran IX : Dalftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih



Lampiran X

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana
bergulir

k. Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah o

1. Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah

m. Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap _

n. Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan

0. Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya

p. Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah

q. Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek

r. Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang

s. Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran berikutnya

Ikthisar laporan keuangan badan wusaha milik
daerah/perusahaan daerah terdiri atas :

Ikthisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah

Ikthisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan
usaha milik daerah/perusahaan daerah

t. Lampiran XX
Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

Pasal 9
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 8 - 2025
GUBERNUR LAMPUNG,

At

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - § - 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

—

MARINDQ KURNIAWAN
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